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bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
menegaskan bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD
perlu menyusun Analisis Standar Belanja (ASB).;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Belanja;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tk. II. Di Sulawesi Tenggara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan dan
seterusnya Nomor 1822;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhit
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 146);

8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk
hukum daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe yang terdiri dari

Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

Bupati adalah Bupati Konawe.

Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Konawe.

4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Konawe yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar
yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja
setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam
penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan

penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan
dapat dipertanggungjawabkan.



Pasal 3
Penerapan ASB bertujuan untuk:
a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok
ukur kinerja yang jelas;
c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

Deskripsi;

Pengendali Belanja;

Satuan Pengendali Belanja Tetap;
Satuan pengendali belanja Variabel,
Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
Batasan Alokasi Objek Belanja.
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Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan
detail operasional peruntukan dari ASB

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan
faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

(1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf ¢ merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja
suatu kegiatan berubah-ubah.

(2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh
adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

(3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing
kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu
kegiatan.



Pasal 10

(1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.

(2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
a. rata-rata; dan
b. batas atas.

BAB IV
JENIS ASB

Pasal 11
(1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada

ASB.
(2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(3)
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ASB 001
ASB 002
ASB 003
ASB 004
ASB 005
ASB 006
ASB 007
ASB 008

ASB 009
ASB 010
ASB 011
ASB 012
ASB 013
ASB 014
ASB 015
ASB 016
ASB 017
ASB 018

Sosialisasi — Tatap Muka Secara Langsung
Pelatihan Pegawai - Tanpa Fasilitas Menginap
Pelatihan Non Pegawai — Dengan Praktek Lapangan
Pelatihan Non Pegawai — Tanpa Praktek Lapangan
Penyuluhan

Rapat Koordinasi

Pembinaan Masyarakat

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan RKA, RKPA, DPA, DPPA
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Administrasi Kajian Oleh Konsultan

Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Renstra SKPD

Pendataan/Survey

Evaluasi Program/Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan Program/Kegiatan

ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe dilakukan oleh Kepala
Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Konawe.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan

ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan
dengan Tim Anggran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.
Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal |~ ([l = 2018

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Kabupaten Konawe
pada tanggal | ~ U —~ 20(8

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE

FERDINAND. S.P., M.H.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 NOMOR : 298 .



